
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 82 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA 
WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK 

Meni b g 

Menginga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalarn rangka rneningkatkan pelayanan, dan 
rneningkatkan pengawasan kepada Wajib Paja k atas 
penerapan pelaporan data transaksi usaha hotel, re toran, 
hiburan dan pa kir, Pernerintah Daerah Ka bupaten 
Tasikmalaya rnenyelenggarakan sistern pelaporan data 
transaksi u saha Wajib Pajak secara elektronik; 
b a berdasarkan pertirnbangan sebagaimana d irnaksud 
dalam huruf a , perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penye e ggaraan Sistern Pelaporan Data Transaksi U saha 
Wajib ajak Secara Elektronik; 

1. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemb n tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn Lin gkungan 
Propins i Dj awa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagairnana telah d iu bah dengan Undang-Undang Nornor 4 
Tahun 1968 ten tang Pernbentukan Ka bupaten Purwakarta 
dan K b paten Subang dengan rnengubah Un dang-Undang 
N mor 4 Tahun 1950 tentang Pernben tukan Daerah-Daerah 

abupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lern aran Negara Republik Indo esia Tahun 1968 
Nornor 1, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
No or 28 51); 

2. Undang Undang Nornor 11 Tabun 2008 tentang Inforrnasi 
dan Transaks · Elektron ik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nornor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagairnana telab 
diubah dengan Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nornor 251, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5952); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
L mbaran egara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pem erin tah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In neSla 
Nomo 6757); 

5. Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2019 en tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Le baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungu an P jak Daerah 
(Lem aran gara publik Indones' Tahu 2016 
Nomor 244, ambahan Lembaran Negara Rep b 'k Indonesia 

omor 5950L 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Ta hun 201 9 tentang 

Penyelen garaan Sistem dan Transaksi Elek 0 'k (L mbaran 
Negar epublik I done ia Tahun 20 19 N m r 185, 

amba an Lembaran Negara Repu blik I donesia 
Nomor 40 ; 

8 . Pera turan aera h Kabu aten Tasikm a a Nomor 1 
Tahun 20 16 entang Tata ara Pem bentukan Pr d k Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
Tahun 20 16 omor 1); 

9 . Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmala a Nomor 3 
Tahun 2016 ten tang Urusan Pemerintaha n yang menjadi 
Kewena ngan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM 
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA 
ELEKTRONIK. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan aerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi ke ena gan daerah otonom. 

4. Badan Pengelola Keu angan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 
Ka bup aten Tasikmalaya. 

5. ajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wafb k ada 
aerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat m e aksa 

berda sarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan ecara 
1 gs ng dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
ke uran rakyat. 

6. Su dek Paja adalah orang pribadi atau badan yang dapa dikenakan Pajak. 
7. Wajib ajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembay r pajak, 

pe otong p jak, dan pemungut paj ak, yang mempunyai hak d kewajiban 
perpajak sesuai ngan ketentuan paraturan perundang-u dan g 1.. 

8. Sistem Pela oran Da a Transaksi Usah Wajib Paj S c Elektronik 
ad ah sistem yang m nghubun gkan antara perangkat yan m erekam 
transaksi pemb yaran dari S bjek Pa 'ak kepada Wajib Pajak de gan sistem 
rno it ring transaksi u sah Wajib Pajak yang dikelola oleh BPKPD, yang 
digunakan n tuk m elaporkan omzet Wajib Pajak dalam Su at Pe beritahuan 
Pajak Daera h . 

9. Bank Pers S1 dalah yang d itunjuk oleh Bupati Tasikmalaya untuk 
rnenerima setoran p nerim aan D erah. 

10. Data Trans i Usaha adala data/ dokumen ya g m mua jumlah 
pembayaran a au yang seharu ny dibayar dari subjek pajak/konsumen 
kepada Wajib Pajak/ pengusaha b agai dasar pengenaan pajak. 

9. Pajak Hote dalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
10. Hotel adalah fas 'litas penyedia ja sa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa 

terkait lainnya dengan d ipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, serta ru m ah kos dengan jumlah kamar lebih dari 
10 (sepuluh) . 

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

13. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
15. Pajak parkir adalah pajak atas penyelengaraan tempat parkir diluar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
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disediakan sebagai suatu usaha, terrnasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor. 

16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara. 

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SfYfPD, 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan danl atau pembayaran pajak, objek pajak danl atau bukan 
objek pajak dan I atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan pe n ang-u angan daerah. 

18. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang s I ju n ya disingkat e­
SfYfPD a d alah merupakan sistem aplikas i yang dibangun erb sis web dan 
dikem bangkan sebagai sarana Waj ib Pajak melaporkan Pajak Daerah secara 

n T.ne. 

19. . e bayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya 'te 'ma 
d i subjek pajak sebagai irnbalan atas penyediaan jasa oleh pe gusaha 
h tel, penyediaan makanan dan I atau minuman oleh pengusaha res toran, 
penyelen ggara hiburan dan penyelen ggara tempat parkir. 

20. Ke daan memaksa yang selanjutnya disebut force majeur adalah eadaan 
yan terjadi di luar kemampuan m anusia yang menyeba bkan tidak dapat 
dila . sanakannya Sistem Pelaporan D ta Transaksi Usaha "b jak Secara 
Ele tr n' . 

Pasal2 

Peraturan u ati ini diteta pkan dengan tujuan s a gai berikut: 
a. men in katkan kesadaran Wajib Pajak dalam m emenuhi ewajiban 

perp jakan; 
b. memper dah Wajib Pajak alam membuat laporan omzet an m enghitung 

be saran Paja k yang h arus d isetorkan; 
c. u dah pe amp 'an la oran ornze ; 

d. memp rmud pembayaran/penyetoran Pajak; 
e. mening at ya alitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pem binaan dan 

pengawasan di bidang perpajakan a erah; 
f. meningkatkan a rasi data penerimaan pembayaran Wajib Pajak; dan 

g. meningkatkan penga asan atas pelaporan Wajib Pajak. 

BAB II 
PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA 

WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal3 

(1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara 
Elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang pembayarannya 
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assesment). 

(2) Jenis Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
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c. Pajak Hiburan; dan 
d . Pajak Parkir. 

(3) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m erupakan data 
pembayaran atas: 
a. Pajak Hotel, meliputi: 

1. fasilitas penginapan an tara lain: 
a) hotel; 
b) wisma pariwisata; 
c) m otel; 
d) pesanggrahan; 
e) pengin a pa n dan sejenisnya; serta 
f) rumah kos dengan ju mlah karnar lebih dari ata u s arna engan 10 

(sepuluh) kamar pada satu lokasi atau beberapa ok a i yang 
diusah akan; 

2 . fasilitas penunjang penginapan antara lain: 
a) telepon; 
b faksimili; 
c) teleks; 
d) 
e) 
f) 
) 

internet; 
fotokopi; 
pelayanan 
e 'ka; 

UCl; 

transpo tasi; dan 
f silita s sejenis lainnya ya ng disediakan atau dikelola oleh hotel; 

3 . jasa per sewaan ruangan u n tuk kegiata n acara atau per t muan di 
hotel; 

4 . fa si ita oran, j a sa boga/ katering, kafe, dan seJem s ya yang 
din' ati; 

5 . asilita s h i u ran berupa karaoke , d iskotik, bar, u sat ebugaran, 
s n kecantikan, spa , kolarn renan g, tenis dan sejenisn ya; dan 

6. a s ilitas parkir; 
b. Paja Restoran m elipu ti: 

1. pe 'ualan m akanan dan/ata mmuman; 
2 . service charge; 
3. business centre; 
4. room charge; dan 
5. min uman chorpej first drink charge; 

c. Pajak Hiburan meliputi: 
1. room charge; 
2. harga tandamasuk/ karcis/ tiket masuk/ coin/ mzmmum charge/ 

cover charge/ first drink charge dan sejenisnya; 
3. membership/ kartu anggota dan sejenisnya; 
4. makanan dan minuman (food and beverages); dan 
5 . service charge; 

d . Pajak Parkir meliputi: 
1. tiket parkir pada pintu masuk atau keluar; 
2 . karcis berlangganan (member); dan 
3. persewaan pengelolaan temp at parkir. 



6 

Bagian Kedua 
Kewenangan 

Pasa14 

(1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan Sistem Pelaporan Data Transaksi 
Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2). 

(2) Kewenangan pengelolaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib 
Pajak Secara E ektronik seba gaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kepada 
Kepala BPKPD. 

Bagian Ketiga 
Penyediaan Perangkat 

Pa sal 5 

(1) P m e intah Daerah bekeIja sarna dengan Bank Persepsi menye iakan 
peran kat pendukung dalarn penyelenggaraan sistem pelap ra . data 
tra saksi usaha Wajib Pajak secara elektronik. 

(2) Perangkat pendukung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berup 
a. erangkat lektronik perekarn Data Transkasi Usaha dapat berupa 

tapping box, online cash register dan I atau alat lain yang sejeni 
b. j a ri gan omunikasi data; dan 
c. aplika i pelaporan Pajak secara elektronik (e-SPTPD) . 

(3) Penga aan sar a dan prasarana pendukung sebagaimana d ·maks ud pada 
ayat (2 d · aksanakan sesuai ketentuan pera turan p -u ndangan 
mengenai pengadaan barangl jasa pemerintah. 

Bagia Keempat 
Pemasa ngan Peran gkat Elek tron ik 

Pa a16 

(1) Pemerin tah Daera h melakukan pem asangan perangkat elektron ik perekam 
Data Transaksi Usah a sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 5 a at (3) huruf a 
pada lokasi usaha Wajib Pajak. 

(2) Pemasangan perangkat elek tronik sebagaiman a dim aksud pada ayat (1) 
setelah dilakukan survey u n tuk memastikan kesediaan Wajib Pajak dan 
ketersediaan daya dukung pem asangan perangkat elektronik. 

(3) Pengoperasian perangkat elektroni oleh Wajib Pajak dituangkan dalarn 
perjanjian antara Kepala BPKPD selaku pengguna barang dengan Wajib 
Pajak . sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengen81 
pengelolaan barang milik daerah. 

Pasal 7 

(1) Wajib Pajak yang telah menerima perangkat elektronik perekam Data 
Transaksi USaha sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) melakukan 
pendaftaran akun dalam aplikasi e-SPTPD. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) melakukan pelaporan 
Pajak melalui aplikasi e-SPTPD dan melakukan pencetakan dokumen SPTPD. 
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(3) Dokumen SPTPD yang dicetak melalui e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah d ilakukan valida si oleh 
BPKPD. 

(4) Tata cara pelaporan dan validasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan mengenai perpajakan daerah. 

Pasal8 

Dikecualikan dari kewaj ·ban pemasangan perangkat elektron ik perekam Data 
Transaksi Us a se bagaimana d imaksud dalam Pasal 6 aya t (1 ) a p ila: 

a . Waji Pa'ak yang ornzetnya paling b a nyak sebesar Rp500 .000,OO (lima ratus 
ri u rupiah) setiap hari; 

b . W j ib Pajak yang menjalankan usah anya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan 
c. a 'ib Pajak yang mengalami fo rce m ajeur. 

Pa sal9 

Dalam a l Wajib Pajak belum menerim a perangkat elektronik pe ek m Data 
Transak i Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aya t (1) tetap 
melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak Daerah dengan cara e gi i SPTPD 
sesuai keten uan erpajakan dae ah . 

Bagian Kelima 
P ng e ·an Penggunaan Perangka t Elektr nik 

Pasal 10 

(1) Waj ib P . pat m engajukan permohon an secara tertulis e ghentian 
pen guna perangkat elektr nik p rekam Data Tran aksi U saha 
sebagaiman di ksu d da a m Pas a1 6 aya t (1) apab ila : 
a. b rhen ti/ dihen ikan usahanya ; a tau 
b. pe galihan pengelolaan usaha. 

(2) Permoh nan penghentian penggun a an perangka t elek tronik erekam Data 
Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) d iajukan paling 
lambat 2 (dua) bulan sebelum u sah a Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) apabila 
penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan force majeur. 

(4) Perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha yang dihentikan dapat 
dialihkan oleh BPKPD kepada Wajib Pajak lainnya. 

(5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, yang tidak mengubah atau mengganti perangkat elektronik 
perekam Data Transaksi Usaha sebelumnya, maka perangkat tetap dapat 
terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan 
pengelolaan usaha. 

- - -----
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BABIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 11 

(1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data 
Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik dilaksanakan oleh BPKPD. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meliputi: 
a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi; dan 
b. pelaksanaan sosialisasi, bim bingan teknis, dan pUblikasi. 

(3) Pengawas sebagaim a dimaksud pada ayat (1) m el"puti monitoring, 
evaIuas· dan pelaporan. 

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengawa san sebagaimana d im aksud pada 
a t (2) dan ayat (3), Kepala BPKPD membentuk Tim Pelak ana Sistem 

e a poran. 

BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 13 

( 1) BPKP berhak: 
a . m em p oleh kemudahan unt k m enginstal jmemasangj meng u ungkan 

er gkat Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha ja Secara 
Ie tro· ada temp at usaha out et Wajib Pajak; 

b. em eroleh informa s i data transaksi Iainnya yang terkait d e gan data 
pe bayar yang menjadi dasar pengen aan pajak . ai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. e gusu l pencabuta n h ak Wajib Pajak yang d ipasang erangkat 
istem P laporan Data Transak i U saha Wajib Pajak Se lektronik 

t rma u k m e akukan evaluas i a tas izin usaha yang diterbitkan dan 
in ta i yang berwen ang; dan 

d. m elaporkan kepada penegak h u kum atas perbuatan baik yan.g disengaja 
atas karena kealpaan Wajib Pajak se ingga terjadinya erusakan danl 
atau hilangnya erangka t Sistem Pelaporan Da ta Tran ak i Usaha Wajib 
Pajak Se ara Elektronik. 

(2) BPKPD berkewaj iban : 
a. melaksanakan su rvei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan 

pemasangan perangkat Sist m Pe aporan Data Transaksi Usaha Wajib 
Pajak Secara Elektronik; 

b. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak dan 
setiap Wajib Pajak; 

c. menggunakan data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya untuk 
keperluan di bidang perpajakan daerah; 

d. membangun/ mengadakan/ menempatkan/ menyambung perangkat 
Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik 
dilaksanakan dengan biaya dari Pemerintah Daerah; 

e . melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas 
kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku; dan 
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f. menyimpan data transaksi pembayaran pajak dalam jangka waktu 
10 (sepuluh) tahun. 

Pasal 14 

(1) Wajib Pajak berhak: 
a. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan 

datajdokumen pada waktu penyampaian SPTPD; 
b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang 

seharusnya dibayar dan setiap transaksi pembayaran yang terkait 
deng da ar pengenaan Pajak Daerah; 

c. m emperoleh kerahasiaan data transa k i Wajib Pajak yang i aksanakan 
secara sistem elektronik dalam rangka pengawasan pembayar n Pajak 
Daerah; dan 

d . m endapatkan jamina n pemasanganj penyambunganj penem patan 
erangkat Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Paj k ecara 

Elektronik tidak menganggu sistem dan perangkat yang sudah a a pada 
Waj ' Pajak. 

(2) Wajib Pajak berkewajiban: 
a. m emasukkanj men gin put data setiap transaksi pembayar n yang 

e am a dari konsumenj subjek pajak kepada Wajib P jak sesuai 
en gan peraturan perundang-undangan; 

b. e 'aga p angkat Sistem Pelaporan Data Transaks ' U ah' W jib Pajak 
e ara Elekt onik yang sudah terinstalj tersambung dal keadaan 
aJ. ; 

c. alam hal ajib ajak menggunakan mesin online cash re i ter untuk 
elaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib P jak secara 

elek tronik, kertas ya ng digun aka n u tuk m encetak uk ' aksi wajib 
is di an se diri oleh Wajib Paja ; 

d. m el orka n bila . s em a plika si tidak berfungsi j rus kepada PKPD; 
e. m nyampaikan informa si kepada BP PD paling lambat 2 x 24 (dua kali 

du p luh empat) j am setelah adanya k erusakan perangkat dan sistem 
peng wasan yang sudah terinstal; dan 

f. bagi Wajib Pajak baru atau Wa'ib Pajak yang akan mem perpanjang izin 
usaha, m aka wajib m embuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang 
perangkat Sistem P laporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara 
Elektronik. 

BABV 
LARANGAN DAN SANKSI 

Pasa115 

(1) Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak 
secara elektronik Wajib Pajak dilarang: 
a. menolak pemasangan Sistem Pelaporan Data Transaksi U saha Secara 

Elektronik; 
b. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsijberoperasinya, 

menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang; 
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c. menggunakan perangkat se1ain yang te1ah ditetapkan atau disetujui oleh 
BPKPD; 

d. mengubah data dan perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun 
tanpa persetujuan dari BPKPD; danl atau 

e. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa izin BPKPD. 
(2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. pemasangan ta nda pada tempat usaha Waj ib Pajak; 
c. penu pan semen tara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan 
d. pen cabutan izin tem pat usaha Wajib Pajak. 

(3) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) sebagai berikut: 

dilakukan secara bertahap, didahului dengan pemberian teguran tertulis 
sampai 3 (tiga) kali dengan ten ggang waktu masing-masing 7 ( ju ) hari 
kerja; 

b. dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pad a huruf a, maka dikenakan sanksi 
administratif pemasangan tanda pada tempat usaha Waji Pajak, 
pe utupan sementara pada ternpat usaha Wajib Pajak a en cabutan 
izin t mpat usaha Wajib Pajak; 

c. dalam rangka penerapan sank si administratif sebagai a imaksud 
ad a uruf b , Kepala BPKPD b erkoordinasi dengan Per gk t Daerah 

ya n membidangi ketentraman dan ketertiban, dan Perangk t Daerah 
yang membidangi perizinan. 

(4) Waj ib Pajak wajib m en gganti seluruh kerugian yang diaki a an dari 
pelang a an a a ara n gan sebagairnana dimaksud pada ay t (1) . 

BABVI 
PEMBI YAA 

Pasal 16 

Pembiayaan b rsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danl atau 
sumber lain yang sah berda sarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku: 
a. terhadap Wajib Pajak yang be1urn dapat disambungkan dengan Sistem 

Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik, tidak 
mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 
rnengenai Perpajakan Daerah; 

b. pelaporan SPTPD secara manual tetap dilakukan sepanjang aplikasi e-SPTPD 
belum dapat digunakan. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

d i Singaparna 
6 Juni. 20 22 

' '"'L'.. .... r.:'"'' S DAERAH 
TASIKMALAYA, 

P'tU:~.~J' • .LAD Z 

BERITA AERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 82. 
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